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ABSTRAK 
 
ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN BEA 
DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 
BEA DAN CUKAI RIAU 
 
Oleh: 
 
BRURI ADITIA WIGUNA 
NIM. 01770613543 
 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi 
realisasi target penerimaan bea dan cukai pada Kanwil DJBC Riau. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui 
realisasi dari target penerimaan bea dan cukai pada Kanwil DJBC Riau, 
menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan penulis, serta sebagai bahan 
referensi. Target penerimaan bea dan cukai diatur dalam Undang-undang 
Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
setiap tahunnya. Hasil dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan Bea dan 
Cukai di Kanwil DJBC Riau pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 
2018 dan 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab turunnya 
penerimaan bea dan cukai dikarenakan situasi perdagangan internasional. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran kepada 
Kanwil DJBC Riau dalam meningkatkan penerimaan bea dan cukai dengan terus 
melindungi industri dalam negeri dan melakukan pengawasan terhadap 
perdagangan internasional. 
 
Kata Kunci : Target, Realiasasi, bea dan cukai, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau selanjutnya disebut APBN, 
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan 
Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 Pasal 23, merupakan dasar hukum yang paling tinggi menjadi dasar 
ketentuan yang mengatur tentang APBN. Pasal 23 yang berbunyi sedemikian 
bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan 
setiap tahun dengan Undang-Undang (UU) yang dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Rancangan 
Undang-Undang (RUU) APBN diajukan oleh Presiden dibahas bersama DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan 
apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden maka 
Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. 
https://www.kemenkeu.go.id/media/11142/uu-apbn-2019.pdf diakses pada tanggal 
3 februrari 2020 
 
APBN memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi Otorisasi, Perencanaan, 
Pengawasan, Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi. Fungsi otorisasi menjadi dasar 
dalam pelaksanan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. 
Fungsi perencanaan menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun 
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yang bersangkutan. Fungsi pengawasan menjadi pedoman apakah kegiatan 
penyelenggaran pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. Fungsi alokasi menjadi meningkatkan kualitas sumber daya efektifitas, 
serta efesiensi perekonomian. Fungsi distribusi menjadi kebijakan dalam 
mempergunakan uang negara untuk kepentingan kemanusian yang 
mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi menjadi alat 
dalam memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 
negara. . https://www.kemenkeu.go.id/media/11142/uu-apbn-2019.pdf diakses 
pada tanggal 3 februrari 2020 
 
Secara garis besar struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja 
negara, dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara dapat diartikan sebagai hak 
Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari 
penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 
penerimaan hibah. Belanja negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui 
sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan 
transfer ke daerah dan dana desa. Pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan 
yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun 
pengeluaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun 
sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik kepada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- 
tahun anggaran berikutnya. 
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Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi 
yang turut andil dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan dalam bidang 
kepabeanan dan cukai yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi DJBC. 
Tugas DJBC yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Keuangan di 
bidang kepabenan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri 
dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkai tan dengan lalu lintas 
barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan 
cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Fungsi DJBC yaitu memberi fasilitas perdagangan, memberikan 
dukungan pada industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari masuknya 
barang-barang berbahaya dan memungut penerimaan negara dalam bidang 
kepabeanan dan cukai. 
Penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai pada DJBC 
direalisasikan dalam bentuk target penerimaan negara yang didistribusikan ke 
seluruh Kantor Wilayah DJBC yang dimana target tersebut didistribusikan 
kembali ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di 
wilayah Kantor Wilayah tersebut. 
Perkembangan perekonomian di Provinsi Riau telah menimbulkan 
banyaknya kegiatan Eskpor dan Impor. ini membawa pengaruh yang sangat baik 
terhadap penerimaan negara khususnya Bea dan Cukai. Dengan adanya 
penerimaan ini, maka evaluasi target dan realisasi dalam pemungutan Bea dan 
Cukai dirasa perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar kesesuaian 
antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang telah dihasilkan pada 
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tingkat penerimaan Bea dan Cukai, sehingga dapat diketahui apakah ada 
peningkatan atau penurunan penerimaan Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Riau. Untuk mengetahui 
besarnya target dan realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC Riau 
dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Riau 
Tahun Anggaran 2015-2019 
No. Tahun Anggaran Total Target Total Realisasi 
1. 2015 4,001,996,435,000 512,373,556,074 
2. 2016 269,838,126,000 279,084,387,139 
3. 2017 358,049,730,000 418,257,593,633 
4. 2018 253,105,166,978 315,930,828,139 
5. 2019 300,155,971,000 287,032,647,049 
Jumlah 5,183,145,428,978 1,812,679,012,034 
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau (2020). 
 
Sehubung dengan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang 
berjudul “Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Bea Dan Cukai 
Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba 
merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: 
1. Mengapa Penerimaan Bea dan cukai pada Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Riau mengalami penurunan pada tahun 2019? 
2. Apa upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Riau untuk meningkatkan Penerimaan Bea dan cukai? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 
1. Tujuan Penulisan 
 
1) Untuk mengetahui sebab terjadinya penurunan Penerimaan Bea dan 
cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. 
2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam meningkatkan Penerimaan Bea dan 
cukai. 
2. Manfaat Penelitian 
 
1) Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan pemikiran 
penulis mengenai penerimaan  perpajakan khususnya kepabeanan dan 
cukai. 
2) Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 
diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau memperbaiki 
penerimaan bae dan cukai dalam hal meningkatkan penerimaan masa 
yang akan datang. 
3) Bagi Pembaca diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi yang 
ingin mempelajari mengenai penerimaan pajak dalam hal pemeriksaan, 
pajak untuk dimasa yang akan datang. 
1.4. Metode Penelitian 
 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
 
Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai di Jl. Jenderal Sudirman No.467, Simpang Empat, Kec. 
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121 
1.4.2 Waktu Penelitian 
 
Penulisan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret 2020 
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1.4.3 Data yang diperlukan 
 
1) Data Primer adalah data diperoleh dari pihak-pihak terkait di Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yakni tabel grafik data 
penerimaan Kantor Wilayah DJBC Riau pada tiap tahunnya, data 
penerimaan Kantor Wilayah DJBC Riau dari tahun 2015 s.d. 2019, 
voice note Staff penerimaan dan pengolahan data Kantor Wilyah DJBC 
Riau. 
2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau 
lainnya. 
1.4.4 Metode Pengumpulan Data 
 
1) Dokumentasi 
 
Untuk Penulisan data penulis mempelajari mengamati dokumen yang 
harus dilengkapi untuk melakukan penelitian. 
2) Interview 
 
Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak- 
pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis di anggap bisa 
memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis melakukan wawancara 
langsung dengan Bapak Irwan Josafat selaku Staff Penerimaan dan 
Pengolahan Data di Bidang Kepabenan dan Cukai. 
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1.4.5 Analisis Data 
 
Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 
penjelasan yang bersifat Deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang 
sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang 
dinyatakan tidak dalam bentuk statistik. 
1.5. Sistematika Penulisan 
 
Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
 
BAB I               PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II           GAMBARAN UMUM KANWIL DJBC RIAU 
 
Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, visi dan 
misi, struktur organisasi dan uraian tugas. 
BAB III           TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 
 
Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pabean, 
Cukai, Pandangan Islam dalam pungutan bea dan cukai, 
penetapatan target penerimaan, analisis tingkat penerimaan, 
kendala dalam pemungutan bea dan cukai dan upaya 
meningkatkan penerimaan bea dan cukai. 
  
7 
 
 
 
 
BAB IV PENUTUP 
 
Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta 
membuat kesimpulan dan saran. 
  
BAB II 
 
GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 
BEA DAN CUKAI RIAU 
 
2.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 
 
Secara umum, CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) adalah suatu organisasi 
yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu 
instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. 
Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan instansi global 
yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan 
perangkat negara “konvensional” sepertinya halnya kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang 
masa sejarah negara. Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak 
zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. 
Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah 
kerajaannya. Sejak VOC masuk, Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara 
“nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk 
menyebut petugas Bea dan Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini). 
Nama resmi Bea dan Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst 
der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah 
bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya 
adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea 
ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal 
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dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari 
bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di 
Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouverment Besluit 
Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan 
Pemerintah tertanggal 01 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di 
Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 19942, tugas pengurusan bea impor dan bea 
ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga 
Bea dan Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober  
1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, 
Sjafrudin Prawinegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan 
Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea dan Cukai 
Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan 
Bea Cukai berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 
1965, setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direkrotat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC). 
Kantor Wilayah DJBC Riau merupakan salah satu unit eselon II dari  
instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibentuk dan 
berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 
tanggal 06 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang mana Kantor Wilayah DJBC untuk Riau masih digabung dengan 
wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai dimana Kantor Wilayah diperbanyak menjadi 20 bagian dan yang 
semulanya Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat menjadi Kantor 
Wilayah DJBC Riau dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan 
pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja terdiri 
dari: 
1. KPPBC TMP B Pekanbaru; 
 
2. KPPBC TMP B Dumai; 
 
3. KPPBC TMP C Tembilahan; dan 
 
4. KPPBC TMP C Bengkalis. 
 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau terletak di dataran 
Sumatera, tepatnya Jl. Jenderal Sudirman No.467, Simpang Empat, Kec. 
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121. 
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2.2 Visi, misi dan strategi 
 
Visi: Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. 
 
Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik 
melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di 
masa depan. 
Misi 
 
1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; 
 
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 
penyelundupan dan perdagangan illegal; dan 
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan 
cukai. 
Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi 
tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran 
perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. 
Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 
 
1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui  
pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat 
sasaran; 
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan 
memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan 
prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen 
risiko yang handal; 
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3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan 
nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang 
impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan 
berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi; 
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di 
bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien 
melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, 
dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit 
kepabeanan dan cukai yang tepat; 
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, 
peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan 
karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, 
ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang 
memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan 
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea 
keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 
 
 
2.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Riau 
Struktur organisasi menurut Robbins (1994) adalah pengakuan organisasi 
akan adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota 
organisasi secara formal. Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja 
yang tersusun rapi sehingga setiap bagian akan menjadi kesatuan dan bersifat 
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saling mempengaruhi, di dalam struktur organisasi juga terdapat kerjasama, 
dimana setiap kegiatan-kegiatan pegawai telah ditetapkan oleh instansi. 
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Keungan yaitu PMK No 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor 
Wilayah DJBC Riau dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dengan susunan 
organisasi sebagai berikut: 
A. Bagian Umum: 
 
1. Sub. Bagian Kepegawaian; 
 
2. Sub. Bagian Rumah Tangga; dan 
 
3. Sub. Tata Usaha dan Keuangan. 
 
B. Bidang Kepabeanan dan Cukai: 
 
1. Seksi Pemeriksaan; 
 
2. Seksi Keberatan dan Banding; 
 
3. Seksi Penerimaan dan Pengelohan Data; dan 
 
4. Seksi Bantuan Hukum. 
 
C. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai: 
 
1. Seksi Perijinan dan Fasilitas I; 
 
2. Seksi Perijinan dan Fasilitas II; dan 
 
3. Seksi Bimbingan Kepatuhan dan kehumasan. 
 
D. Bidang Penindakan dan Penyidikan: 
 
1. Seksi Intelijen; 
 
2. Seksi Penindakan I; 
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3. Seksi Penindakan II; 
 
4. Seksi Narkotika dan Barang Larangan; dan 
 
5. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP). 
 
E. Bidang Kepatuhan Internal: 
 
1. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Internal Tugas Pelayanan; 
 
2. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;dan 
 
3. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi. 
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Gambar 2.1 
 
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Riau 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau (2020) 
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Tabel 2.1 
 
Nama Pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 
 
 
JABATAN NAMA 
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Bapak Ronny Rosfyandi 
Kepala Bagian Umum DJBC Riau Bapak Alamsyah 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bapak Soewito 
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 
 
DJBC Riau 
 
Bapak Iwan Ridwan Rochmana 
Kepala Sub Bagian TU dan Keuangan 
 
DJBC Riau 
 
Bapak Andi Sugiyanto 
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Bapak Imron 
Kepala Seksi Pemeriksaan Bapak Totok Sucahyo 
Kepala Seksi Keberatan dan Banding Bapak Henry Imanuel Sinuraya 
Kepala Seksi Penerimaan dan 
 
Pengolahan data 
 
Bapak Firdaus 
Kepala Seksi Bantuan Hukum Bapak Bambang Satrianto 
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan 
 
Cukai 
 
Bapak Hartono 
Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I Bapak Manuel Carvalho Sarmento 
Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II Bapak Miskam 
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan 
 
Kehumasan 
 
Bapak Fino Vianto 
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Kepala Bidang Penindakan dan 
 
Penyidikan 
 
Bapak Akhiyat Mujayin 
Kepala Saksi Intelijen Bapak Agustinus Catur Setiawan 
Kepala Seksi Penindakan I Bapak Rudy Agung Junedy 
 
Siahaan 
Kepala Seksi Penindakan II Bapak Heri Sustanto 
Kepala Seksi Narkotika dan Barang 
 
Larangan 
 
Bapak Enov Puji Wijanarko 
Kepala Seksi Penyidikan dan Barang 
 
Hasil Penindakan 
 
Bapak Raden Tarto Sudarsono 
Kepala Bidang Kepatuhan Internal Bapak Nazarudin 
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan 
 
Internal Tugas Pelayanan 
 
Ibu Farida Hertiana Saragih 
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan 
 
Tugas Pengawasan 
 
Bapak Arif Rahman 
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan 
 
Tugas Administrasi 
 
Ibu June Yuanita Maria 
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau (2020) 
 
2.4 Uraian Tugas Bagian/Bidang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Riau 
Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian/Bidang pada Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 
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1) Kepala kantor 
 
Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua 
bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan 
serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang 
efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja. 
2) Bagian umum 
 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, 
ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan 
pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan 
administrative bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, jabatan 
fungsional lainnya sesuai dengan luar lingkup jabatan fungsional yang 
bersangkutan. 
1. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan 
pegawai; 
2. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya 
sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang 
bersangkutan; 
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan 
 
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan. 
 
3) Bidang kepabeanan dan cukai 
 
Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan 
bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan 
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perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas 
keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan 
penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan realisasi penerimaan 
bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan 
perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan 
pelaporan, memberikan bantuan hokum di bidang kepabeanan dan cukai, 
serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta 
pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
mempunyai implikasi di bidang hukum. 
1. Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean; 
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan 
realisasi, dan penyusunan laporan penenmaan di bidang kepabeanan 
dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id 
3. Penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai; 
 
4. Penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan clan 
cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding; 
5. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul 
akibat pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai; 
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6. Pemberian asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta 
pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
mempunyai implikasi di bidang hukum; dan 
7. Penyiapan bahan koordinasi clan pelaksanaan pengelolaan data, 
penyajian informasi, clan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. 
4) Bidang fasilitas kepabeanan dan cukai 
 
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan 
penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan 
cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
1. Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai; 
2. Pemberian bimbingan teknis, pengendalian, pemberian rekomendasi 
dan perijinan, serta evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- 
undangan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan 
Authorized Economic Operator (AEO) serta bidang kepabeanan dan 
cukai lainnya; www.jdih.kemenkeu.go.id 
3. Pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea inasuk 
dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya; 
4. Pelaksanaan fasilitas di bidang cukai; 
 
5. Pemberian bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai; dan 
  
21 
 
 
 
 
 
6. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai dan hubungan masyarakat. 
5) Bidang penindakan dan penyidikan 
 
Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan 
pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan 
dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. 
1. Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, 
penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi 
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan 
dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 
2. Pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; 
3. Pengelolaan pangkalan data intelijen; 
 
4. Penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan 
tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; 
5. Pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran 
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; 
6. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti, pelelangan, dan premi; dan 
7. Penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah. 
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6) Bidang kepatuhan internal 
 
Mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, 
pengendalian intern, pengelolaan risiko, pemantauan pengelolaan kinerj a, 
analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan 
penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas , serta 
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor 
Wilayah. 
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di 
bidang pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja masing- 
masing Kantor Wilayah; 
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas 
intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai 
di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah; 
www.jdih.kemenkeu.go.id 
3. Penyiapan bahan koordinasi · dan pengawasan pelaksanaan tugas di 
bidang administrasi di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah; 
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja masing- 
masing Kantor Wilayah; 
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5. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja masing-masing 
Kantor Wilayah; dan 
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan Kantor Wilayah masing-masing. 
  
 
BAB IV 
 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas realisasi penerimaan Bea 
dan Cukai pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC) Riau selama kurun waktu 2015-2019, maka penulis memperoleh hasil 
penelitian yang kemudian dapat disimpulkan berikut ini : 
1. Penerimaan Bea dan Cukai merupakan pungutan yang cukup potensial 
dalam mengoptimalkan penerimaan negara walaupun penerimaan Bea 
dan Cukai dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan. 
Penurunan jumlah devisa impor adalah salah satu faktor pendorong 
penurunan penerimaan Bea dan Cukai. Dan faktor utama menurunnya 
penerimaan bea dan cuka ialah situasi perdagangan internasional. 
2. Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Riau dalam meningkatkan 
penerimaan bea dan cukai adalah Kanwil DJBC Riau dan Kanwil DJP 
Riau telah melakukan joint program yang meliputi kegiatan joint 
analysis, joint collection, joint supervisory, dan secondment yang 
ditujukan untuk meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak 
(WP), khususnya penerima terhadap ketentuan kepabeanan, dan cukai.  
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4.2 Saran 
 
Atas dasar hasil penelitian pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau tentang target dan realisasi penerimaan Bea 
dan Cukai di Provinsi Riau selama kurun waktu 2015-2019, penulis dapat 
mengajukan rekomendasi seperti berikut ini : 
1. Perlu ditingkatkannya evaluasi dan penghitungan potensi agar setiap 
potensi yang ada dapat digali sehingga target yang ditetapkan bisa 
seimbang dengan potensi yang ada dan setiap usaha yang menyebabkan 
Penerimaan Bea dan Cukai meningkat dapat terealisasi. 
2. Menentukan target tidak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, tetapi 
berdasarkan perhitungan lapangan dari potensi yang sebenarnya, sehingga 
target bisa disesuaikan atau mendekati potensi yang ada.
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LAMPIRAN 
 
Daftar pertanyaan wawancara dengan hasil data voice note,  
Tentang “Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Bea Dan Cukai Pada Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau”  
1. Apa yang menyebabkan turunnya penerimaan pada bea dan cukai di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau pada tahun 2019?  
2. Apa saja kendala yang di hadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 
untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada bidang kepabeanan dan cukai?  
3. Apa yang sudah dan yang akan dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Riau  dalam mengoptimalkan penerimaan negara pada bidang kepabeanan dan cukai? 
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Hal  : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
 
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 Pekanbaru 
 
Dengan Hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
 
Nama  : Alamsyah 
NIP  : 19650627 198601 1 001 
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b 
Jabatan : Kepala Bagian Umum 
 
Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama: 
 
Nama  : Bruri Aditia Wiguna 
NIM  : 01770653543 
Jurusan : D-III Perpajakan 
Semester : VI (Enam) 
 
Tekah melakukan penelitian pada kantor kami dlam rangka penyelesaian laporan 
penelitian dengan judul” Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Bea Dan 
Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau”.  
 
 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Kepala Bagian Umum 
 
 
 
Alamsyah 
NIP. 19650627 198601 1001 
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